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4 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab I 

penulisan ini; uraian teori-teori  dan aturan-aturan dalam Bab II dan Bab III; serta 

analisa dalam Bab IV yang membahas mengenai perbandingan pengaturan Hak Guna 

Air (selanjutnya disebut HGA) sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU/XII/2013. Pada bagian ini penulis menarik kesimpulan 

dari analisa yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya.  

5.1 Kesimpulan  

Penelitian hukum yang penulis buat ini, berdasarkan metode yuridis normatif 

membagi menjadi dua periode waktu penelitian yaitu pengaturan HGA sebelum 

Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 dan pengaturan HGA setelah Putusan MK 

Nomor 85/PUU-XII/2013. Dua periode pengaturan ini memiliki persamaan dan 

peberdaan seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, serta kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing. Berikut merupakan kesimpulan dari pertanyaan 

hukum terkait dengan pengaturan HGA sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan 

MK Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan terkait HGA sebelum diterbitkannya Putusan MK Nomor 

85/PUU-XI/2013 diatur dalam Pasal 33 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1974 tentang pengairan yang kemudian diganti oleh Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengelolaan Air; Peraturan 

Menteri Nomor 49 tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin 

Penggunaan Air dana tau Sumber Air. 



95 

 

2. Pengaturan HGA setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-

XI/2013 ialah Pasal 33 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 

Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Air; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya 

Air dan penggunaan Sumber daya Air. 

3. Setelah melihat persamaan dan perbedaan pengaturan HGA sebelum dan 

setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan dibatalkannya UU SDAir berdasarkan Putusan 

MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dan memberlakukan kembali UU Pengairan 

guna mengisi kekosongan hukum, tidak menjamin bahwa pengaturan 

pemanfaatan sumber daya air secara otomatis menjadi sesuai dengan  nilai-

nilai dan tafsir pada pasal 33 UUD 1945. Hal ini tampak pada aturan pasal 4 

UU Pengairan yang memperbolehkan pemerintah untuk melimpahkan 

wewenang penguasaanya kepada badan hukum lain. Pasal ini menunjukkan 

adanya pengingkaran tafsir MK terkait hak kekuasaan negara. 

4. Pengaturan HGA tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UU Pengairan. 

Definisi HGA secara eksplisit hanya ditemukan pada pasal 2 PP TPA. 

Ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang namun diatur dalam 

peraturan pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,lebih jauh 

lagi akan mengakibatkan kekacauan hukum. 

5. Izin merupakan instrumen terpenting dalam pengusahaan air. Pemberian 

urutan prioritas izin oleh MK pada prinsipnya dapat melindungi masyarakat 

untuk menggunakan air dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun substansi 

pengaturan air tidak secara rinci mengatur kejelasan tentang batasan volume 

yang diperbolehkan. Kejelasan tentang batas penggunaan air in akan menjadi 

dasar hukm bagi pengelola sumber daya air dalam melaksanakan 

pengalokasian dan pendistribusian air kepada pemegang hak.   
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6. Akibat dari tidak diataatinya norma dan tata cara perizinan penggunaan air 

dapat menimbulkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi hukum 

pidana yang diatur dalam UU Pengairan sangat jauh lebih ringan daripada 

yang diatur dalam UU SDAir. Sanksi hukum pidana menurut UU pengairan, 

karena menggunakan frasa “dan/atau” menjadikan adanya kemungkinan 

diterapkan sanksi secara alternatif.   

5.2 Saran  

Melalui uraian perbandingan aturan HGA sebelum dan setelah adanya Putusan MK 

Nomor 85/PUU-XI/2013, kemudian ditemukanlah kelemahan-kelemahan terkait 

dengan aturan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Mengingat, bahwa UU pengairan merupakan aturan yang dibentuk sudah dari 

puluhan tahun yang lalu, melainkan kebutuhan akan air masyarakat terus 

bertambah serta pertumbuhan manusia pun ikut bertambah maka penulis 

beranggapan bahwa perlu adanya pembaruan hukum. Pembaruan hukum 

dapat dilakukan kepada pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan 

keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti wewenang urusan 

pengairan yang terdapat pada pasal 5 UU Pengairan dan ketentuan pidana 

dalam pasal 15 UU Pengairan.  Kedua pasal tersebut penulis angap tidak lagi 

relevan dengan keadaan dewasa ini. Dalam UU Pengairan, wewenang hanya 

dipegang oleh Menteri, sedangkan di masa reformasi ini sudah ada otonomi 

daerah, seperti UU SDAir yang melimpahkan sebagian wewenang penguasaan 

air kepada pemerintah daerah. Ketentuan pidana yang tertera pada pasal 15 

UU pengairan pun lebih sedikit dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam 

UU SDAir serta terdapat frasa “dan/atau” menjadikan adanya kemungkinan 

diterapkan sanksi secara alternatif.   

2. Mengingat, bahwa dengan diberlakukannya kembali UU Pengairan telah 

mengingkari tafsir MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dan tidak memberikan 

jawaban atas permasalahan air yang ada di Indonesia, maka penulis 
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beranggapan bahwa dibutuhkan rancangan undang-undang baru untuk 

mengganti UU pengairan yang tengah aktif saat ini. Perancangan undang-

undang tersebut khususnya mengatur secara jelas dan tegas penguasaan 

negara terhadap air agar sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan penafsiran 

MK terkait dengan kekuasaan negara pada perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. 

Dalam rancangan undang-undangan pengairan yang baru itu juga penting 

untuk diatur mengenai hak rakyat atas air dan hak guna air. Sehingga tujuan 

dari pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud yaitu untuk kemakmuran masyarakat.      

3. Pengaturan HGA sebagaimana yang akan diatur dalam rancangan aturan 

pengairan selanjutnya masih perlu dijabarkan ke dalam aturan ketatalaksanaan 

yang lebih rinci misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengani HGA. 

Melalui Peraturan Pemerintah terkait HGA tersebut diharapkan rumusan 

pengaturan sekurang-kurangnya memberikan kejelasan mengenai hak 

seseorang, kelompok, dan masyarakat tertentu dalam menggunakan air dari 

suatu sumber air untuk menunjang kelangsungan aktifitasnya, sehingga  

memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang hak guna air, 

menegakkan prinsip keadilan serta yan terpenting adalah menjamin adanya 

kejelasan batasan volume yang diperbolehkan.  

4. Mengingat, bahwa instrument izin merupakan salah satu instrument yang 

penting dalam berjalannya kegiatan pengsuahaan air, maka penulis 

menyarankan untuk membentuk Peraturan Menteri yang dibuat oleh Menteri 

Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat terkait mengenai aturan perizinan. 

Aturan mengenai perizinan tersebut diharapkan dapat dengan tegas dan jelas 

memberikan kepastian ukuran untuk mengetahui seberapa besar batas 

penggunaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan baik dari segi 

kuntitas maupun jangka waktunya. Persayaratan penggunaan dengan jelas 

mengatur dimana dan dengan cara seperti apa diperbolehkan adanya 

penggunaan HGA.  
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5. Selain sebagai pembuat pengaturan dan kebijakan, pemerintah dari berbagai 

kalangan seperti DPR, Presiden, Menteri dan Kepala Daerah juga melakukan 

tugasnya dengan melakukan pengelolaan dan pengawasan guna menjalankan 

prinsip tujuan pendayagunaan sumber daya air yang berkelanjutan.  

Setelah melakukan penelitian terkait dengan pengaturan HGA sebelum dan setelah 

diterbitkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 ini, penulis berharap bahwa 

akan adanya Peraturan Pemerintah terkait aturan mengenai HGA secara eksplisit, 

walaupun penulis memahami bahwa dalam merumuskan suatu produk pengaturan 

tidaklah mudah. Perancangan pengaturan ini diharapkan dibuat secara cermat dan 

tidak tergersa-gesa agar pengaturan HGA dapat memberikan kepastian hukum bagi 

para pengguna air serta mewujudkan perlindungan yang lebih nyata terhadap hak 

dasar manusia atas air. 
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